
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  

KEPUTUSAN KOMISI  PEMILIHAN  UMUM KABUPATEN TOBA  

NOMOR 273/ORT.07/1212/2021 
  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN TOBA NOMOR 138/ORT.04-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2021  

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA 

  

 
KETUA KOMISI  PEMILIHAN  UMUM KABUPATEN TOBA, 

Menimbang :   a.  bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan dalam 

rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring 

dan evaluasi atas implementasinya, setiap 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk 

Tim Reformasi Birokrasi di internal 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah;  

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-

Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi 

birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Toba perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 138/ORT.04-

Kpt/1212/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim 
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Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Toba, yang didalamnya mencakup pembentukan 

Tim Agen Perubahan/Agent Of Change di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Toba; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang 

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Toba Nomor 138/ORT.04-KPt/1212/KPU-

Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; 

Mengingat      :   1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109);   

  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir 

Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6474); 

  3.  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 

  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

196); 

  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 



 

- 3 - 

 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 

2020 - 2024; 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

Memperhatikan :  Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten  Toba  Nomor  326/ORT.07-BA/1212/2021 
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tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Toba Nomor 138/ORT.04-KPt/1212/KPU-

Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, 

tanggal 07 Juni 2021; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   :  KEPUTUSAN KOMISI  PEMILIHAN  UMUM  KABUPATEN TOBA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 138/ORT.04-

Kpt/1212/KPU-Kab/III/2021 TENTANG TIM REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TOBA; 

KESATU    :  Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 

2022, yang terdiri dari : 

1. Tim Pengarah; 

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: 

a) Tim Manajemen Perubahan; 

b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi 

Kebijakan; 

c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; 

d) Tim Penataan Tata Laksana; 

e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 

f) Tim Penguatan Akuntabilitas; 

g) Tim Pengawasan;  

h) Tim Pelayanan Publik; dan  

3. Tim Agen Perubahan. 

KEDUA  :  Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum 

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari keputusan ini. 

KETIGA : Masa tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU selama tahun anggaran 2021. 
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KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Tim 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu 

melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan 

instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Toba melalui Sekretaris Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Toba. 

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris 

Komisi Pemilihah Umum Kabupaten Toba Nomor 30/PP.07.2-

Kpt/1212/Sek-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Agen 

Perubahan/Agent Of Change di Lingkungan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2021, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

KEENAM   :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

              Ditetapkan di Balige 
              pada tanggal 07 Juni 2021  

 
       KETUA KOMISI  PEMILIHAN  UMUM  

                                                                        KABUPATEN TOBA,  
 

       ttd. 
 

 

             HENRI MARUDIN H PARDOSI 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN TOBA 

Kepala Sub Bagian Hukum dan 
Sumber Daya Manusia, 
 

 
Frans Laurensusu Sitinjak 

 


